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ABSTRAK 

Sengketa wilayah Gibraltar telah menjadi salah satu konflik internasional 

yang berlarut-larut antara Spanyol dan Inggris sejak abad ke-18. Sengketa ini 

bermula dari Perjanjian Utrecht tahun 1713, yang mengalihkan Gibraltar kepada 

Inggris setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol 

terus mengklaim Gibraltar sebagai bagian integral dari kedaulatannya dengan alasan 

historis dan geostrategis. Di sisi lain, penduduk Gibraltar secara konsisten 

menyatakan keinginannya untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris melalui 

referendum pada tahun 1967 dan 2002. Sengketa ini menjadi semakin kompleks 

dengan keterlibatan prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak penentuan nasib 

sendiri, integritas teritorial, dan konsep dekolonisasi. Artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis klaim Spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional, 

dengan menyoroti latar belakang historis, dasar hukum, dan langkah-langkah 

penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Studi ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada dokumen hukum 

internasional, perjanjian bilateral, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan 

bahwa klaim Spanyol didasarkan pada integritas teritorial, sementara Inggris 

mendasarkan posisinya pada hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar 

yang telah secara demokratis memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan 

Inggris. Dalam kerangka hukum internasional, penyelesaian sengketa Gibraltar 

menghadapi tantangan yang signifikan. Prinsip integritas teritorial dan penentuan 

nasib sendiri sering kali berkonflik dalam kasus ini. Selain itu, upaya mediasi dan 

perundingan yang dilakukan, baik melalui forum bilateral maupun internasional. 

 

Kata Kunci: Hukum Internasional, Gibraltar, Sengketa. 
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ABSTRACT 

The territorial dispute over Gibraltar has been one of the longest-running 

international conflicts between Spain and the United Kingdom since the 18th 

century. This conflict started with the Treaty of Utrecht in 1713, which handed 

Gibraltar over to Britain after Spain's defeat in the War of Spanish Succession. 

However, Spain has continuously claimed Gibraltar as an integral part of its 

sovereignty, arguing from both historical and strategic perspectives. On the other 

hand, the people of Gibraltar have consistently expressed their desire to remain 

under British sovereignty, as shown through referendums in 1967 and 2002. This 

dispute has become even more complicated with the involvement of international 

legal principles like the right to self-determination, territorial integrity, and 

decolonization. This article aims to analyze Spain’s claim over Gibraltar through 

the lens of international law, focusing on the historical background, legal 

foundations, and conflict resolution steps that have been taken so far. 

This study uses a qualitative method with a literature review approach, 

relying on international legal documents, bilateral agreements, and academic 

references. Findings indicate that Spain’s claim is grounded in the principle of 

territorial integrity, while the United Kingdom bases its stance on the right to self-

determination of the people of Gibraltar, who have democratically chosen to remain 

under British rule. Within the framework of international law, resolving the 

Gibraltar dispute faces significant challenges. The principles of territorial integrity 

and self-determination often clash in this case. Additionally, efforts to mediate and 

negotiate the dispute, whether through bilateral or international forums, have yet to 

yield a definitive solution. 

 

Keywords: International Law, Gibraltar, Dispute. 
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